BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek


Pada saat pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada sub bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (setingkat esselon IV) dan membawahi 10 orang staf/ pegawai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kepegawaian Daerah di bidang administrasi ketatausahaan kepegawaian.


Sub bagian tata usaha melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi surat menyurat, pengadaan ATK, perlengkapan serta menyusun anggaran, baik administrasi umum maupun kegiatan.


Disamping kegitan tersebut sub bagian tata usaha juga melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan kantor, pengkoordinasian kegiatan administrasi kepegawaian serta melakukan pengendalian dan monitoring kegiatan administrasi kepegawaian dan menyusun laporan serta evaluasi kegiatan.
3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada kegiatan pelaksanaan kerja praktek di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi penulis mempelajari sebagian kecil dari tugas sub bagian tata usaha khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan yaitu “Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Kantor Kepegawaian Kota Cimahi” dengan cara :

1. Mempelajari keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep.47-Ortala/2003 tentang struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi dimana di dalamnya terdapat salah satu seksi yaitu seksi pengadaan dan kesejahteraan pegawai yang sebagian tugas pokoknya menyusun dan merencanakan serta melaksanakan dan memonitor pengelolaan pengadaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
2. Mengamati kebijakan pimpinan kantor dalam mengimplementasikan rencana peningkatan kesejahteraan pegawai serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan pelaksanaan DIKLAT pegawai baik struktural maupun fungsional.

3. Pada sub bagian tata usaha dimana penulis ditempatkan, penulis lebih banyak melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi :

a. Penataan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar;
b. Pengetikan surat keluar;

c. Kodifikasi surat menyurat;

d. Penyimpanan data kepegawaian;

e. Pembuatan surat keterangan Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu TASPEN dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek
3.3.1 Syarat-syarat dan Tujuan dilakukannya pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi, Jawa Barat.

Ada beberapa syarat agar pemberian tambahan penghasilan pegawai  (TPP) dapat dioperasionalkan, yaitu :

a. Pemberian tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaian tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Berdasarkan beban kerja suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektifitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Memprediksikan beban kerja sangat perlu dengan tujuan untuk bisa meratakan distribusi beban kerja, memanajemeni beban kerja dan sebisa mungkin menghindari adanya situasi kerja yang melebihi beban atau kurang dari beban.
b. Berdasarkan prestasi kerja, tambahan penghasilan dimaksud diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
c. Berdasarkan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
Adapun tujuan pemberian tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. Dengan pemberian tambahan penghasilan PNS diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan semangat kerja, disiplin pegawai serta dapat mendorong meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat

b. Disamping sebagai motivasi seperti tersebut pada point a, pemberian tambahan penghasilan PNS juga dapat mengurangi atau menghapuskan kesenjangan sosial antar aparatur pemerintah.

c. Pemberian tambahan penghasilan (TPP) PNS secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai secara merata di semua tingkatan aparatur pemerintah yang pada muaranya dapat mengantisipasi terjadinya korupsi atau penyimpangan lain.

3.3.2 Prosedur pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi, Jawa Barat.

Peraturan kepala daerah tentang tata cara pemberian tambahan penghasilan dapat disusun dengan kerangka konsep operasional sebagai berikut :
1. Pada dasarnya pegawai negeri sudah mendapatkan imbalan berdasarkan golongan kepangkatan dan jabatan yaitu berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan. Asumsinya bahwa seorang pegawai akan mengerjakan tugas – tugas rutin harian dan perkantoran dengan jumlah jam kerja mulai jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 dikurangi istirahat sholat dan makan selama 1 jam di siang hari (sehingga total 7,5 jam sehari);
2. Apabila pegawai negeri bekerja melaksanakan tugas – tugasnya diluar jam kerja maka dapat memperoleh uang lembur maksimal 3 jam sehari sepanjang anggaran-nya tersedia;
3. Guna mengetahui apakah seorang pegawai sudah melaksanakan tugas – tugas dengan beban setara 7,5 jam kerja sehari, maka dikembangkan pengukuran beban kerja atas tugas – tugas/ aktifitas dari tiap pegawai tersebut. Tiap aktifitas/ tugas diberikan point beban setara jam yang menunjukkan kebutuhan waktu penyelesaian tugas rata – rata yang dapat diselesaikan oleh pegawai (=beban kerja normal). Waktu rata – rata ini ditetapkan berdasarkan data historis dan kuisener yang di-isi oleh sejumlah responden pegawai. Hal ini sangat penting untuk menghindari kejadian seorang pegawai yang tidak melaksanakan tugas apa – apa di kantor sampai melebihi jam kerja, akan tetapi yang bersangkutan menuntut untuk mendapatkan uang lembur;
4. Jika seorang pegawai dalam satu hari melaksanakan tugas – tugas dengan jumlah beban dibawah 7,5 setara jam, maka yang bersangkutan ada pada posisi bekerja dibawah beban normal (underload) dan hanya berhak mendapatkan gaji saja;
5. Apabila pegawai dalam satu hari melaksanakan tugas – tugas dengan jumlah poin beban antara 7,5 setara jam sampai dengan 10 setara jam, maka yang bersangkutan ada pada posisi bekerja pada beban normal (on load), dan yang bersangkutan berhak mendapatkan tambahan honorarium kegiatan dari DPA yang ada di SKPD. Alokasi honorarium pada kegiatan di belanja program/ belanja langsung sifatnya memang sebagai imbalan atas kinerja keluaran (output) yang dijanjikan oleh SKPD dengan posisi para pegawainya bekerja pada beban normal. Beban normal disini maksudnya bahwa pegawai masih bisa diberikan beban tambahan diluar tugas rutin keseharian sebesar kurang lebih 25% sampai dengan 30% tanpa ada penurunan kualitas hasil kerja dengan asumsi pegawai dapat melakukan beberapa tugas secara bersamaan dengan sumber kognitif berbeda sesuai “Multiple Resource Theory (MRT)”. Tugas rutin keseharian dilaksanakan oleh pegawai dengan beban sampai dengan 7,5 setara jam, sedangkan tambahan beban 25% sampai dengan 30% dari 7,5 dapat kuantitatif-kan menjadi poin beban sebesar 10 setara jam;
6. Selanjutnya, jika seorang pegawai ada pada posisi bekerja dengan beban kerja melebihi normal (=apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas – tugas dengan jumlah poin beban melebihi 10 setara jam sehari), maka pegawai tersebut berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
7. Pemberian tambahan pemnghasilan bagi pegawai dapat diberikan apabila seorang pegawai mendapatkan poin beban kerja melebihi 10 setara jam dengan perhitungan sejumlah selisih antara poin beban kerja yang diperoleh dikurangi poin beban 10 setara jam;
8. nilai rupiah dari pemberian tambahan penghasilan dihitung dengan melakukan konversi poin beban kerja menjadi rupiah.
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3.3.3 Kendala dan Penanggulangan dari pelaksanaan proses pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Ciamhi, Jawa Barat.
Masalah-masalah yang menjadi kendala serta bagaimana penanggulangannya dalam proses pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi :

1) Kendala

a. Kendala yang dihadapi dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai semata-mata hanya terletak pada kemampuan daerah untuk merealisasikannya;

b. Sulitnya proses penilaian secara objektif terhadap kemampuan pegawai yang mendapat beban kerja tambahan;

2) Penanggulangan 

a. Meningkatkan efektifitas penerimaan daerah baik ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sah dan tidak memberatkan masyarakat;
b. Harus di analisa secara cermat mengenai beban kerja yang diberikan kepada seorang pegawai sehingga pemberian TPP akan tepat sasaran;
c. Perlu dilakukan perencanaan anggaran secara optimal untuk pemberian tambahan penghasilan secara proporsional berdasarkan beban kerja, kemampuan pegawai dan disiplin pegawai yang mendapat tambahan beban kerja.
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